
TENTANG

WALIKOTA SURAKARTA

PERATURANWALIKOTASURAKARTA

NOMOR to iAHUN 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURANWALIKOTASURAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANGTAMBAHANPENGHASILAN

BERDASARKANBEBAN KERJA BAG! PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Dr LINGKUNGANPEMERINTAH

KOTASURAKARTA

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTASURAKARTA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan
meningkatkan kinerja serta disiplin kerja pe~lu
peningkatan dan perubahan jumlah tamb~F
penghasilan bagi pegawai negeri sipil dan cal n
pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah K ta
Surakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima a
dimaksud dalam huruf a, perlu menetaPk~
Peraturan Walikota tentang Perubahan A s
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 55 Tah n
2012 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkrn
Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintl
Kota Surakarta;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tent
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dal
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Teng¥,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berlta
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4$);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentfg
Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Neg a
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor ~5'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah den
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tent~ng
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LembaIJ~'8Jl
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No or
169, Tambahan Lembaran Negara Repu lik
Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten~g
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Beb~s
Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones a
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent g
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ k
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286

1
;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten,g
Perbendaharaan Negara (Lembaran Neg a
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones a
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jaw
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom r
4400);

4.

5.

6.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambah:=e
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44~1~)
sebagaimana telah diubah beberapa kali teraJdlir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20q8
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Und~g
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indone~a
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent g
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusflt
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12

1
6,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneJ.a
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent g
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangf.1
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20.t..1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 5234); I

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20~5
tentang Penge101aan Keuangan Daerah (Lembarfl
Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambah~
Lembaran Negara Republik Indonesia No or
4578);

8.

9.

10.

11. Peraturan Presiden . . .



Memperhatikan

Menetapkan
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11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentarig
Tunjangan Jabatan Struktural; 1-
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tah~
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembar I

Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor ),
sebagaimana telah diubah dengan Peratur
Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 20 1
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Ko
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarla
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 20] 1
Nomor 14); b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tah n
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa k~i
terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Neg9ri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor f
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31'/
PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tah n
Anggaran 2013;

13.

1.

2.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURANWALIKOTASURAKARTANOMOR
55 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILANBERDASARKANBEBAN KERJA BAG!
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAHKOTA
SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peratur,
Walikota Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tambah~
Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi PegawEU
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil 1
Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daer:1
Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 73) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan ...
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1. Ketentuan Lampiran I angka 1 Pegawai Negeri
Sipil pada Huruf a Kriteria tanggungjawab
peketjaan angka 8 halaman 1, angka 14 dan
angka 15 halaman 2, dan pada Huruf d
Kelangkaan Profesi angka 2 Staf Administrasi
halaman 6 diubah.

2. Ketentuan Tabel 1 Pengelola Keuangan Satuan
Ketja Perangkat Daerah (SKPD)halaman 1 dan
kolom PPTKangka 1, angka 2, angka 3, angka 4
dan angka 5 diubah;

3. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikotaini.

4. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikotaini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 \VIa; ~O\3

WALIKOTASURAKAFITA./

~~
FX. HADIRUDYATMO\lo

A
Diundangkan di Surakarta
pada tanggal ~8 Mei ~O\?>

BERITADA.~nn KOTASURAKARTATAHUN ~O\o NOMOR~O



\~

LAMPIRAN[
PERATURAN WAUKOfA SURAKARTA
NOMOR \0 TAHUN :l.O\";
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WAUKOfA SURAKARTA NOMOR 55
TAHUN 20[2 TENTANG TAMBAHAN PENGHAS[LAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA BAG! PENGAWAI NEGERJ S[I'IL DAN CALON PENGAWAI
NEGERJ S[I'IL DIIJNGKUNGAN PEMERINTAH KOfA SURAKARTA

Tambehan Penghaallan BerclaaarkanBeban Kerja Bagi Pep"" Neceri SipD clanCaJonPep"" Neceri SipD
Di Lingkungan PemeriDtah Kota 8urabrta

.0 KeliataD UraUuaKeliataD SatuaD IDdeb Kete.--

TambahaD Penlb'all,n berduarbll
bebaD lrerja
1. Pepwai .epri SlpD [. SekrelJlri. daerah Org I bin Rp 10.000.000

a. Krlteria ~ jawab pelrerj•••• 2. Staf ahIi walikota Org I bin Rp 4.000.000
3. A sis ten Org I bin Rp 3.500.000
4. Kepala SKPD Eselon U.b Org I bin Rp 3.000.000
5. Kepala SKPD/Kepala Bagian Setda Eselon Uta Org I bin Rp 2.000.000
6. Kepala Bagian Setwan Eselon lIl.a Org I bin Rp 1.500.000
7. Pejabat Struktural Eselon lIl.a Org I bin Rp 1.250.000
8.Larah Orw I bID Rp 1.500.000
9. Pejabat Struktural Eselon lIl.b Org I bin Rp 1.000.000
10. Pejabat Struktural Eselon [V.a:

- Golongan IV Org I bin Rp 775.000
- Golongan III Org I bin Rp 750.000

II. Pejabat Struktural Eselon IV.b:
- Golongan IV Org I bin Rp 560.000
- Golongan III Org I bin Rp 500.000

1



lAP Ke~taD UraIaDKeptaD Sat1laD Indo" Keton.DpD
1-12. Pojabat Struktural Eselon V.a;

- Golongan IV Org I bin Rp 470.000
- Golongan m Org I bin Rp 420.000

12. Pongawas I ponilik sekolah:
- Golongan IV Org I bin Rp 470.000
- Golongan m Org I bin Rp 420.000

13. Jabatan fungsional umum golongan IV Org I bin Rp 470.000
14. JabataD funpionat umum golonpn m Ore I bin Rp 400.000
15. JabataD funpionat umum golonpn I dan D Ore I bin Rp 350.000
16. Jabatan fungsional tortontu golongan I sId IVnon guru Org I bin Rp 325.000
17. Jabatan fungsional guru (non sortifikasij Menyesuaikan pe:raturan dari pemerintah puaat
18. Tunjangan profosi guru (bersortifikasi) Menyesuaikan peraturan dari pemerintah pusat

b_ Kritoria !ncaa khnaua 1. Pongolola kouangan daorah :
- PKPKD:

a. Walikota Org I bin Rp 3.000.000
b. Wakil Walikota Org I bin Rp 2.500.000

- Koordinator pongolola kouangan daorah Org I bin Rp 2.000.000
- PPKD Org I bin Rp 1.500.000
- KuasaBUD Org I bin Rp 1.000.000
- Pogawai yang ditugaskan pada SKPKD Org I bin Rp 300.000

2. Pongolola Itonanpn SKPD ••• nat tabol1

3. Pogawai Badan Ponanaman Modal dan Porizinan Torpadu
a. Kopala BPMPT Org I bin Rp 500.000
b. Sokrotaris Org I bin Rp 400.000
b. Kopala Bidang Org I bin Rp 350.000
b. Kopala Subbagian, Kopala Subbidang Org I bin Rp 300.000
c.Star Org I bin Rp 250.000

4. Pogawai yang mendapat tugas tortentu :
a. Ajudan walikota/wakil walikota Org I bin Rp 400.000
b. Ajudan kotua DPRD Org I bin Rp 350.000
c. Sokpri walikota/wakil walikota/pimpinan DPRD/sokda Org I bin Rp 350.000
d. Sokpri star ahli walikola, asisten Org I bin Rp 275.000

2



JIo ~taD UraiaDKeptaD SatuaD Indeb Keteraupn
e. Starwalikota/wakil waIikota/pimpinan DPRD/sekda Org I bin Rp 250.000 -~
r. Star asisten Org I bin Rp 200.000
g. Sopir walikota, wakil waIikota Org I bin Rp 250.000
h. Sopir pimpinan DPRD Org I bin Rp 200.000
i. Sopir Sekda. asisten Org I bin Rp 150.000

5. Notulis pendamping alat kelengkapan DPRD Org I bin Rp 175.000

6. Pemantau kctcnteraman & ketertiban umum. Org I bin Rp 250.000

7. Pengelola kepegawaian SKPD8. unit kerja:
a. Jumlah pegawai sId 50 orang Org I bin Rp 150.000
b. Jumlah pegawai 51 - 100 orang Org I bin Rp 200.000
c. Jumlah pegawai 100 orang lebib Org I bin Rp 250.000

8. Pengelola barang milik daerah sesuai tabel 2

9. Pengelola arsip I perpustakaan SKPD8. unit kerja:
a. Pengelola arsip Org I bin Rp 100.000
b. Pengelola perpustakaan Org I bin Rp 100.000

10. Petugas kehumasan dan protokol:
a. Kepala Bagian Org I bin Rp 350.000
b. Kepala Subbagian Org I bin Rp 300.000
c. star : - Golongan I 8. U Org I bin Rp 150.000

- Golongan Ul Org I bin Rp 200.000
- Golongan IV Org I bin Rp 250.000

II. Petugas korektor produk hukum:
a. Kepala Bagian Org I bin Rp 350.000
b. Kepala Subhagian Org I bin Rp 300.000
c. star : - Golongan I 8. U Org I bin Rp 150.000

- Golongan Ul Org I bin Rp 200.000
- Golongan IV Org I bin Rp 250.000

3



8atuaD Indeb Keteranpn1(0

12. Petugas penegakkan perda & pengamanan kota:
a. Kepala 9atuan polisi pamong praja
b. Wakil kepala 9atuan polisi pamong praja:

- Eselon m
- Eselon IV

c. Komandan peleton : - golongan I & II
- goIongan ill
- golongan IV

d. Wakil komandan peleton : - golongan I& II
- golongan ill
- goIongan IV

e. Kepala regu: - golongan I & II
- golongan III
- golongan IV

f. Wakil kepala regu: - golongan I & II
- golongan III
- golongan IV

g. Anggota: - golongan I & II
- golongan III
- golongan IV

13. Petugas pemadam kebakaran:
a. Kepala Bidang
b. Kepala Seksi
c. Staf : - golongan I & II

- golongan III
- golongan IV

14. Penyelenggaraan sekolah plus:
Tingkat SMPnegeri
a. Kepala sekolah
b. Wakil kepala sekolah
c. Wakil urusan
d. Wali kelas

Orgl bin

Orgl bin
Orgl bin
Orgl bin
Orgl bin
Orgl bin
Orgl bin
Orgl bin
Orgl bin
Orgl bin
Orgl bin
Orgl bin
Orgl bin
Orgl bin
Orgl bin
Orgl bin
Orgl bin
Orgl bin

Orgl bin Rp
Orgl bin Rp
Orgl bin Rp
Orgl bin Rp
Orgl bin Rp

Orgl bin Rp
Orgl bin Rp
Orgl bin Rp
Orgl bin Rp

Rp 350.000

Rp 300.000
Rp 270.000
Rp 225.000
Rp 240.000
Rp 270.000
Rp 220.000
Rp 235.000
Rp 265.000
Rp 210.000
Rp 225.000
Rp 255.000
Rp 200.000
Rp 215.000
Rp 245.000
Rp 165.000
Rp 175.000
Rp 200.000

375.000
350.000
250.000
265.000
297.000

600.000
300.000
150.000
100.000 Per bulan per kelas
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110 KepataD UraiaD KepataD SatuaD lDdeka Ketel'UlpD
Tingkat SMAI SMKnegeri
a. KepaJa sekolah Orgf bin Rp 925.000
b. Wakil kepala sekolah Orgf bin Rp 500.000
e. Wakil urusan I lea prodi I lea bengkell lea Lab Orgf bin Rp 250.000
d. Wali kelas Orgf bin Rp 100.000 Pet bulan per ke1as

IS. Jabatan fungsional auditor sertifikasi:
- Auditor trampil (gol. nIb - n/d) org I bulan Rp 500.000
- Auditor pertama (gol. illla - ill/b) org I bulan Rp 800.000
- Auditor muda (gol. illle - ill/d) org I bulan Rp 900.000
- Auditor madya (gol. IVla - IVIb) org I bulan Rp 1.250.000
- Auditor utama (gol. IVIe - Ivd) org I bulan Rp 2.000.000

16. Jabatan fungsional P2UPD (pcngawas penyelenggara urusan pemcrintahan dacrah):
- Pengawas pemerintah pertama (gol. illla - ill/b) org I bulan Rp 750.000
- Pengawas pemerintah muda (gol. illle - ill/d) org I bulan Rp 800.000
- Pengawas pemerintah madya (gol. IVla - IVIe) org I bulan Rp 900.000

e. Krlteria hari khusus I. Pcjabat struktural csclon II Org/thn Rp 450.000
2. Pcjabat struktural csclon 1II:

- Golongan IV Org/thn Rp 400.000
- Golongan III Org/thn Rp 350.000

3. Pcjabat struktural csclon IV:
- Golongan IV Org/ thn Rp 360.000
- Golongan III Org/thn Rp 320.000

4. Pcjabat struktural csclon V:
- Golongan IV Orgl thn Rp 325.000
- Golongan III Orgl thn Rp 290.000

5. Jabatan fungsional umum & fungsional tertentu non guru:
- Golongan IV Org/ thn Rp 300.000
- Golongan ill Orgf thn Rp 265.000
- Golongan 1& n Orgl thn Rp 250.000

5



II~O ~taD UraIaA KepataD Batuul lDdeb KeteraDpD- -d. Kel.npen profeai I. Penandian f'eraturan Kepa1aLembaga Sandi
- PengamanaD persandian tingkat I org / bulan Rp 1.500.000 Negara Nomor I Tahun 2009 tentang
- Pengamanan persandian tingkat n org / bulan Rp 1.300.000 cara peniJajaD dan penetapan nilai

- Pengamaoao persandian tingkat m org / bulan Rp 1.100.000 tingkat pengamanan penandian.
- Pengamanan persandian tingkat IV org / bulan Rp 900.000
- PengamaoaD persandian tingkat V org / bulan Rp 700.000
- Pengamanan persandian tingkat VI org / bulan Rp 500.000
- Pengamanan persandian tingkat VII org / bulan Rp 300.000

2. Unit Layanan Pengadaan {ULPl:
- Kepala org / bulan Rp 3.500.000
- Sekretaris org / bulan Rp 1.500.000
- Kepala Subbagian org / bulan Rp 750.000
- Koordinator Pokja org / bulan Rp 750.000
- Anggota Pokja org / bulan Rp 250.000
- star Teknis org / bulan Rp 200.000
- stat AclminIstrul are / bulan Rp 200.000

3. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE):
- Kepala org / bulan Rp 1.000.000
- Sekretaris org / bulan Rp 500.000
- Kepala Bidang org / bulan Rp 500.000
- Administrator org / bulan Rp 750.000
- Anggota org / bulan Rp 250.000

6
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LAMPlRANII
PERATURAN WALIKafA SURAKARTA
NOMGR 19-1'AHUN ~O\;-
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASlLAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA BAG! PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KafA SURAKARTA

Tabell
Pengelola keuangan Satuan KeIja Perangkat Daerah (SKPD)

JumJ•h Pengguna Kuasa PPK-SKPD Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara PembantuNo. pengguna PPK-8KPD PPJ'K pengeJuaran penerimaananggaran anggaran aekoJahan pengeJuaran penerimaan bendahara
anggaran pembantu pembantu

1 sId 5 M Rp 375.000 Rp 275.000 Rp250.000 Rp 125.000 Rp 250.000 Rp 225.000 Rp 200.000 Rp 225.000 Rp 200.000 Rp 150.000

2 5,1 - 10 M Rp 425.000 Rp 325.000 Rp275.000 Rp 150.000 Rp 275.000 Rp 250.000 Rp 225.000 Rp 250.000 Rp 225.000 Rp 175.000

3 10,1 - 25 M Rp 475.000 Rp 375.000 Rp 325.000 Rp 175.000 Rp 300.000 Rp 275.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp250.000 Rp 200.000
4 25,1-50 M Rp 575.000 Rp 475.000 Rp 375.000 Rp 225.000 Rp 350.000 Rp 325.000 Rp 300.000 Rp 325.000 Rp3oo.000 Rp 250.000

5 50,1 M ke atas Rp 700.000 Rp 600.000 Rp 450.000 Rp300.000 Rp 400.000 Rp 375.000 Rp 350.000 Rp375.000 Rp 350.000 Rp 300.000

Catatan :
1. Tambahan penghasilan yang dikategorikan sebagai tambahan penghasilan karena tugas khusus:

> Pengguna anggaran
> Kuasa pengguna anggaran
> PPK-satuan keIja perangkat daerah
> Bendahara pengeluaran
> Bendahara penerimaan
> Bendahara pengeluaran pembantu
}> Bendahara penerimaan pembantu

Diberikan bulanan sesuai besaran anggaran yang dikelola I menjadi tanggungjawabnya.

2. - Pengguna anggaran I pengguna barang sesuai anggaran SKPD.
Kuasa pengguna anggaran I pengguna barang sesuai anggaran unit keIja.

3. Tambahan penghasilan PPTKmerupakan honor melekat pada setiap kegiatan diberikan bulanan, sesuai besaran anggaran kegiatan yang dikelola I menjadi
tanggung jawabnya.
Setiap PPTKhanya boleh menerima tambahan penghasilan I honor paling banyak dari 2 kegiatan yang boleh dikelola dengan peraturan sebagai berikut:
> Mengelola 1 sId 3 kegiatan
}> Mengelola 4 kegiatan atau lebih : menerima honor 2 kegiatan

(

lIIl...



Tabel 2
Pengelola Barang Milik Daerah

Pengelola Baranc Pejabat Pembantu Pengguna Baranc Kuasa Pengguna Pengurua Barang Pellyimpan
No. Nilai .bet Pengelola Baranc Barang Mllik Baranc Mllik

Milik Daerah Milik Daerah Milik Daerah Daerah Mllik Daerah Daerah

1 s/d5 M Rp 150.000 Rp 120.000 Rp 110.000 Rp80.000

2 5,1- 10 M Rp 175.000 Rp 140.000 Rp 120.000 Rp 85.000

3 10,1-25 M Rp.400.000 Rp.300.000 Rp 200.000 Rp 160.000 Rp 130.000 Rp90.0oo

4 25,1- 50 M Rp225.oo0 Rp 180.000 Rp 140.000 Rp95.0oo

5 50,1 M ke atas Rp250.oo0 Rp2oo.oo0 Rp 150.000 Rp 100.000

WALIKOTA SURAKARTA I
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